





Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD adalah berupa
laporan Keuangan komprehensif yang terdiri dari Laporan Ralisasi
APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut,
Pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, tentang
standar akuntansi pemerintah yang mengatur sistem akuntansi akrual secara penuh
(full accrual). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintahan. Dengan demikian,
SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan Keuangan Pemerintahan di Indonesia baik oleh
Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.71
Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur sistem
akuntansi akrual secara penuh (full accrual) dan merupakan Pemerintah transisi
karena Undang-Undang Keuangan Negara mengamanatkan pengakuan dan
pengukuran pendapatan dengan basis akrual selambat-lambatnya lima tahun sejak
Undang-Undang tersebut disahkan.

Artinya, Pemerintahan seharusnya sudah menerapkan basis akrual sejak
tahun 2008, sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang Perbendaharaan
Negara. Implementasi basis akrual merupakan tantangan besar dan harus
dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait

dengan peraturan, system, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada



pada tahun 2008 menunjukan bahwa Pemerintahan belum siap melaksanakan
akuntansi berbasis akrual, karena standar akuntansi berbasis kas menuju akrual
masih relatif baru diterapkan dan untuk beberapa Pemerintahan daerah masih
dalam proses sosialisasi. Hal ini juga terlihat masih terdapat Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
(LKPD) yang mendapat opini audit kurang dari BPK, yaitu Tidak Menyatakan

Pendapat (disclaimer) bahkan ada yang Tidak \Wajar (adverse).

Perkembangan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

tahun anggaran 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

tahun anggaran 2010-2014
Tahun Anggaran Opini
2010 Wajar Tanpa Pengecualian
2011 Wajar Tanpa Pengecualian
2012 Wajar Tanpa Pengecualian
2013 Wajar Tanpa Pengecualian
2014 Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKRI

BPK masih menjumpai beberapa permasalahan terkait dengan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

sebagai kondisi yang layak dilaporkan, diantaranya: pertama, Belanja Pegawai



dianggarkan pada Belanja Barang/Jasa sebesar Rp18,37 miliar dan sebaliknya
Belanja Barang/Jasa dianggarkan pada Belanja Pegawai sebesar Rp54.22 miliar.

Kedua, Hibah aset pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp114,03 miliar belum
disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima.
Ketiga, Hibah dana BOS dari Pusat kepada sekolah-sekolah yang menolak BOS
belum dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi minimal sebesar Rp1,43 miliar serta
Keempat penyaluran hibah BOS APBD Provinsi Semester | Tahun 2012 tidak
tepat waktu Sebesar Rp164,62 miliar

Dari jumlah rekomendasi tersebut, 60,07% rekomendasi senilai Rp382,59
miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, 26,08% rekomendasi
senilai Rp33,34 miliar belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan
13,85% rekomendasi senilai Rp27,82 miliar belum ditindaklanjuti,” jelas
Moermahadi .

Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2014 oleh Anggota V BPK
RI, menutup rangkaian kegiatan pemeriksaan atas LKPD TA 2014 di Provinsi
Jabar yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dari 28 Pemda
Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Jabar yang menjadi entitas pemeriksaan
BPK, sebanyak 13 (tiga belas) entitas mendapat opini WTP, 14 (empat belas)
entitas mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu entitas
mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer.

Dalam pendapat Mardiasmo (2008;30) Menyatakan bahwa:

”Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan pemerintah yang baik
(good governance), seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa



Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut
untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan
pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Untuk itu,
pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi
keuangan pemerintah daerah yang memadai”

Dalam rangka penyusunan dan menghasilkan laporan  keuangan
pemerintah yang baik dan benar maka harus memenuhi prinsip tepat waktu dan
disusun berdasarkan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
No.71 Tahun 2010, tentang standar akuntansi pemerintah yang mengatur sistem
akuntansi akrual secara penuh (full accrual). Prinsip tepat waktu dalam
menghasilkan laporan keuangan bergantung dengan kinerja perangkat daerah
dalam menyusun dan menyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah
sesuai SAP yang berlaku. .

Tabel 1.2

12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

yang meraih predikat dari BPK Tahun Anggaran 2014

Nama Kabupaten/Kota Opini
Kabupaten Bekasi Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Ciamis Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Cianjur Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Kuningan Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Majelengka Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Sukabumi Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Sumedang Wajar Tanpa Pengecualian
Kabupaten Tasikmalaya Wajar Tanpa Pengecualian
Kota Banjar Wajar Tanpa Pengecualian




Kota Ciamis Wajar Tanpa Pengecualian
Kota Depok Wajar Tanpa Pengecualian
Kota Sukabumi Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKRI

Berdasarkan tabel diatas walaupun Provinsi Jawabarat meraih predikat
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK tapi tahun 2014, secara keseluruhan
dari 27 Kabupaten / Kota yang ada diProvinsi Jawabarat hanya 12 kota yang
meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI hal ini
mengindikasikan Standar Akuntasi Pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan
oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat.

Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga telah
menyerahkan LHP atas LKPD TA 2014 kepada 13 Pemda yaitu pada Rabu (27/5)
sebanyak 3 Pemda dan pada Jumat (29/5) sebanyak 10 Pemda. Dari 13 Pemda
tersebut 4 Pemda berhasil mempertahankan opini WTP yaitu Kota Banjar, Kota
Depok, Kota Cimahi, dan Kabupaten Ciamis. 4 Pemda naik opini dari WDP ke
WTP yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi dan
Kabupaten Sumedang. 2 Pemda naik opini dari disclaimer menjadi WDP yaitu
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu. 2 Pemda opininya tetap
mendapat WDP yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bandung.

Sedangkan Pemda Pangandaran yang baru tahun ini diperiksa mendapat
opini WDP. Dengan demikian dari 26 Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang

telah diserahkan LHP atas LKPD TA 2014, 12 Pemda meraih opini WTP dan 14



Pemda meraih opini WDP. Tersisa Kabupaten Subang dan Provinsi yang belum

diserahkan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat dari Wajar
dengan Pengecualian dan Tidak Menyatakan Pendapat Tahun Anggaran

Tabel 1.3

2014

Nama Kabupaten/Kota

Opini

Kota Cimahi

Wajar Dengan Pengecualian

Kota Tasikmalaya

Wajar Dengan Pengecualian

Kab Bandung

Wajar Dengan Pengecualian

Kab.Bandung Barat

Tidak Menyatakan Pendapat

Kab.Tasikmalaya

Wajar Dengan Pengecualian

Kota Banjar

Wajar Dengan Pengecualian

Kab Ciamis Wajar Dengan Pengecualian
Kab Garut Wajar Dengan Pengecualian
Kab Sumedang Wajar Dengan Pengecualian

Kota Bandung

Wajar Dengan Pengecualian

Kota Cirebon

Wajar Dengan Pengecualian

Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian
Kab.Indramayu Wajar Dengan Pengecualian
Kab.Cirebon Wajar Dengan Pengecualian

Kab.Pangandaran

Tidak Menyatakan Pendapat

Sumber : BPKRI

Syarat WTP antara lain Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini
ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4)
Efektifitas sistem pengendalian intern.

Audit mengenai aset tetap sangatlah penting dilakukan, karena aset tetap
merupakan kekayaan yang memiliki porsi terbesar dalam suatu organisasi sector

publik, selain itu aset selalu jadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan



Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pencatatan dan inventaris yang masih
belum sesuai, bahkan masalah aset ini menjadi paling banyak dikecualikan,
sehingga mempengaruhi Opini yang diberikan oleh BPK, sekitar 38 persen yang
mempengaruhi opini yaitu dari aset tetap, diikuti masalah lainnya yaitu aset yang

lain (14%), pendaptan (9%) dan belanja (8%) www.bandung.detik.com

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan
Jawa Barat yang menyatakan tercatat ada 25 masalah aset tetap yang ditemukan
BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotamadya di Wilayah 4
Provinsi Jawa Barat (BPK:RI)

Keterangan diatas memperlihatkan bahwa dalam laporan keuangan daerah
tidak semudah yang kita bayangkan, laporan keuangan dapat memenuhi
karasteristik kualitatif laporan keuangan apabila komponen laporan keuangan
tersebut menyajikan data yang serinci mungkin pemerintah daerah mendapatkan
opini wajar tanpa pengecualian terutama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah
Kotamadya di Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat

Penelitian mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah
terhadap penerapan standar akuntansi yang baru (full accrual) dapat dikatakan
masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian kualitatif yang
telah dilakukan oleh Setyaningsih (2013) terdapat beberapa masalah diantaranya
mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah yang masih rendah, masih
terdapat kerumitan teknis penyusunan pelaporan, pemahaman anggota dewan

terhadap SAP yang masih rendah dan faktor-faktor penghambat SAP yaitu


http://www.bandung.detik.com/
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pendidikan staf, pengalaman, fasilitas, sistem, komitmen pimpinan, sosialisasi
serta intensif pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti
akan melakukan penelitian terhadap instansi pemerintah daerah dengan
menggunakan penelitian kuantitatif, karena pemerintah daerah merupakan satuan
kerja yang secara langsung mengalami dampak dari setiap perubahan peraturan
SAP.

Penerapan mengenai sistem akuntansi pemerintah di wilayah 4 Provinsi
Jawa Barat membutuhkan proses yang berkesinambungan dan teratur. Proses dari
penerapan sistem akuntansi yang baru ini tidak dapat dilihat secara langsung.
Berhasil tidaknya sistem diiterapkan berhubungan dengan instansi pemerintah
atau satuan kerja dan beberapa faktor yang ada mulai dari latar belakang
pendidikan, pengalaman kerja, fasilitas teknologi yang tersedia hardware dan
softwaredan sosialisasi dalam hal pelatihan akuntansi secara teknis dalam
menjalankan standar akuntansi berbasis kas menuju basis akrual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin
menguji penerapan standar akuntansi yang telah berjalan dan menguji faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari faktor latar belakang pendidikan,
pengalaman kerja, fasilitas teknologi dan pelatihan sistem baru. Peneliti ingin
mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penerapan SAP basis akrual

dan kinerja penyusun laporan keuangan, sehingga faktor tersebut diatas
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diharapkan memberikan bukti dan gambaran mengenai penerapan sistem
akuntansi akrual di lembaga khususnya di wilayah 4 Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa

Barat”

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, penulis
mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat ?
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat  ?
3. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem
Akuntansi  Pemerintahan, terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat ?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini
dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam meneliti
pengaruh dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
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1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai
sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui :
1. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat ?

2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat

3. Seberapa besar pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

Akuntansi  Pemerintahan, terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat

1.4  Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1.Bagi Penulis
Sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat di bangku kuliah
dan fakta di lapangan.

2.Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan
sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

3.Bagi pembaca
Merupakan kajian mata kuliah Magister Akuntansi dan sebagai bahan

informasi tentang pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan,
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Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, terhadap Kualitas Laporan
Keuangan.
4. Kegunaan secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan berupa

saran-saran dari penulis untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuanga

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Wilayah 1V
Provinsi Jawa Barat yang dimulai pada bulan September 2015 sampai dengan

Februari 2016



